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Bidang 6: Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat

PENDEKATAN MULTI DOOR DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK
MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DAN KEJAHATAN LAINNYA DI
INDONESIA

Aryuni Yuliantiningsih!, Wismaningsih!, Baharudin Ahmadi

1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRAK

Penegakan hukum illegal fishing memerlukan suatu strategi baru karena saat ini sering kali tindak pidana
illegal fishing terkait dengan kejahatan lain. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan pendekatan baru
dalam penegakan hukum Illegal fishing yang terkait dengan kejahatan lainnya. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi penegakan hukum illegal fishing terkait kejahatan
lainnya melalui pendekatan penaatan dan pendekatan penjeraan melalui pendekatan multi door.
Pendekatan multi door artinya menggunakan berbagai multi rezim hukum dalam menangani tindak
pidana di bidang perikanan seperti, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Anti Pencucian uang, dll. Tujuan multi door approach agar
pelaku tidak lepas dari jerat hukum yang ada. Penerapan Multi door memerlukan sinergitas/keterpaduan
antar instansi penegak hukum, mengingat adanya keterbatasan para penyidik di bidang perikanan untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara terintegrasi

Kata kunci : lllegal fishing, Multi Door, Penegakan hukum

ABSTRACT

The Law Enforcment of Illegal fishing requires a new strategy because currently, illegal fishing is often
related to other crimes. This article aims to propose a new approach to enforce the law againts illegal
fishing related to other crimes. The research method used is normative juridical, with a statute approach
and a case approach. Based on the research, it is known that the strategy of law enforcement of illegal
fishing related to other crimes is through a compliance approach and a deterrence approach through a
multi-door approach. The multi-door approach means using various multi-legal regimes in dealing with
criminal acts in the fisheries sector, such as the Fisheries Law, the Corruption Prevention and
Eradication Law, the Anti-Money Laundering Law, etc. The aim of the multi door approach is so that
the perpetrators are not separated from the existing legal traps. Multi door implementation requires
synergy / integration between law enforcement agencies, given the limitations of investigators in the
fisheries sector to carry out investigations of criminal acts in an integrated manner.

Key words : illegal fishing, multi door, law enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga disebut juga
sebagai negara maritim. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki
jumlah pulau sebanyak 13.466 yang sudah diidentifikasi, luas daratan 1.922.570 km2, dan ( BIG, 2016].
Praktiknya, besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia belum dapat dimanfaatkan
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secara maksimal karena terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain illegal fishing dan
kejahatan di bidang perikanan . [Yuliantiningsih A., 2018) .

Illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan ini merupakan kejahatan transnasional yang
sangat merugikan bangsa Indonesia dan dapat menjadi kendala dalam upaya mencapai visi bangsa
Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sustainable .( Ifesinachi Okafor-Yarwood,
2019). lllegal fishing merupakan kejahatan ekonomi yang dipicu adanya peningkatan permintaan ikan
dunia dan makanan laut lainnya.

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan. Khusus mengenai pengelolaan sumber daya perikanan, sudah ada aturannya yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, ketentuan
dalam Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS) 1982.

Kerugian negara Indonesia akibat illegal fishing pada tahun 2015 sekitar 280 trilyun rupiah.
(PPATK, 2015). Selain itu lllegal fishing sering diikuti dengan tindak pidana lainnya. seperti
menggunakan awak kapal dan kapten asing tidak mendaratkan ikan di pelabuhan penangkapan ikan,
perdagangan manusia dan kerja paksa, menggunakan bahan bakar ilegal, menangkap ikan di luar wilayah
penangkapan ikan: korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak, kejahatan terkait bea cukai, kejahatan
terkait imigrasi, perdagangan gelap obat-obatan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia perdagangan
manusia, kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak. (Santosa, 2016)

Isu penegakan hukum di bidang kelautan menjadi suatu hal yang strategis, untuk turut serta
mendukung pembangunan kelautan dan sejalan dengan salah satu agenda prioritas (Nawa Cita)
khususnya menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya yang salah satunya memprioritaskan pemberantasan illegal fishing.
(PPATK, 2019)

Penegakan hukum kejahatan di bidang perikanan membutuhkan pendekatan yang baru karena
kejahatan di bidang perikanan tidak hanya meliputi satu kejahatan saja. Selain itu tindak pidana perikanan
yang juga merupakan kejahatan ekonomi sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dianggap
harus mengejar pengembalian atas kerugian yang Negara derita oleh tindak pidana yang terjadi.
(Lewerisa, 2010) .

Kejahatan perikanan ini tidak sama dengan kejahatan yang ada di darat. Kejahatan tersebut lebih
kompleks, bersifat multinasional, dan karakter antarnegaranya itu sangat kuat. Koherensi di dalam
penegakan hukum atau hukum acara pidana perikanan juga sangat dibutuhkan. Sekalipun pidana materiil
telah koheren, namun jika penegakannya tidak koheren maka akan tetap ditemui berbagai perkara
perikanan yang tidak dapat diselesaikan ketika telah melibatkan aspek internasional. ( Akbar, AF 2019 )

Penulis telah melakukan penelitian mengenai Politik Hukum Perikanan Indonesia untuk
menanggulangi lllegal Unreported Unregulated (IUU) fishing sebagai Transnasional Organised Crime
tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum Indonesia dalam level nasional maupun
internasional untuk menanggulangi 1UU fishing sebagai Transnasional Organised Crime.® Selain itu
Penulis telah mengkaji pula mengenai munculnya fenomena keterkaitan antara IUU fishing dan
Transnational Organised Crime yang menguatkan konsep crime in fishery sebagai terminologi yang
sesuai digunakan dalam hukum internasional.( Yuliantiningsih dkk, 2018)

Masalah yang belum dikaji lebih mendalam adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak
pidana illegal fishing and related crimes. Diperlukan suatu pendekatan multi door (multi rezim hukum)
dalam menegakkan hukum illegal fishing dan keahatan terkait. Penegakan hukum merupakan salah satu
prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mendukung pembangunan yang
berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dari pendekatan multi door dalam kasus
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tindak pidana di bidang perikanan dan penerapan Multi door approach dalam kasus tindak pidana
perikanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundnag-
undangan, buku-buka dan jurnal. Analisis secara kualitatif (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlunya Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum lllegal fishing dan Tindak pidana
Lainnya

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto (2007) dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka
mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang mantap dan
mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.( Tobing dan Ros,1998)

Salah satu pendekatan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah multi door. Pendekatan
multi door artinya penegakan hukum yang menggunakan berbagai rezim hukum. (Santosa, 2017).
Pendekata ini merupakan sinergi yang melibatkan berbaga instansi melibatkan berbagai penyidik dan
jaksa peneliti, serta jaksa penuntut umum.

Pendekatan multidoor system bermula sejak tahun 2012 yang diprakarsai oleh Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang mana UKP4 merupakan
kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), pendekatan ini
kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH), Kementerian Kehutanan (KemenHut) , Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Kepolisian RI serta Kejaksaan RI untuk menangani kasus terkait sumber daya alam dan
kehutanan. (Buletin Red, 2016)

Kejahatan lingkungan hidup melibatkan tindak pidana lain seperti : pencucian uang, korupsi, dan
kejahatan pajak. Strategi penanganan kejahatan lingkungan melalui instrumen hukum administratif dari
teguran tertulis sampai pencabutan ijin, penyelesaian sengketa dan penerapan hukum pidana.

Sebagai contoh sukses penerapan pendekatan multidoor adalah penanganan kasus Kalista Alam
dan kasus Labora S. Kasus PT Kalista Alam bermula dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK)
yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada 8 November 2012 setelah
melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4), Mabes Polri, dan KejaksaanAgung. Pemerintah Aceh mencabut izin Kalista Alam. (Husen,
2019)

Dalam putusan gugatan perdata KLH, hakim memutuskan perusahaan sawit ini terbukti
melanggar hukum karena membakar 1.000 ha lahan gambut pada 2009-2012 dengan ganti rugi sebesar
Rp 366 miliar. Selanjutnya pelaku pengurus dipidana dan korporasi bertanggung jawab. Dalam kasus
tersebut multi rezim hukum yang diterapkan adalah penerapan sanksi hukum administrasi dalam bentuk
pencabutan izin PT Kalista Alam, sanksi hukum perdata dengan pembayaran ganti rugi serta sanksi
hukum pidana.

Kasus Labora Sitorus
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Pada bulan Januari 2013, aparat kepolisian menyita 2.264 meter kubik kayu merbau dalam 115
kontainer yang dikapalkan dari Sorong ke Surabaya, Jawa Timur, tempat pelabuhan kayu terbesar di
Indonesia. Nilai total kayu ilegal tersebut diperkirakan sebesar US$ 2,037,600 (saat itu harga pasar untuk
kayu merbau diperkirakan US$ 900 per meter kubik) tersangka kuat dalam peristiwa tersebut adalah
Labora Sitorus seorang polisi berpangkat rendah di Sorong, Papua Barat. Penyelidikan lebih lanjut oleh
Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuktikan Sitorus diduga telah
membayar Rp 10 miliar ke para pejabat di daerah, provinsi hingga nasional sepanjang bulan Januari—
Maret 2013.

Labora disangka dengan pasal berlapis yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 78 ayat 5 dan 7 jo Pasal
50 ayat 3 huruf f dan h UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah oleh UU Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . (Eddyono, 2017).

Melalui pendekatan multidoor maka dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap follow
the asset sekaligus terhadap follow the suspect. Selain itu dapat menuntut sekaligus pelaku individual
dan pelaku fungsional (Badan Hukum & Pimpinan Korporasi), melalui pendekatan multidoor juga dapat
diberikan pemberatan hukuman karena dua tindak pidana dapat dituduhkan sekaligus dan dapat disidik
dan dipidana sekaligus,

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan multidoor adalah sebagai
berikut: pengelolaan aset yang profesional, strategi penuntutan yang tepat, sumber daya manusia yang
mempunyai kapasitas dan integritas, Legislasi dan kebijakan yang mendukung dan sistem kelembagaan
yang mendukung.(Hartiwiningsih, 2014)

Tujuan dan manfaat pendekatan multi door, antara lain : sistem penegakan hukum terpadu,
menghindari disparitas tuntutan pidana untuk perkara sejenis.menghindari peluang lolosnya pelaku
kejahatan, menimbulkan efek jera, pertanggungjawaban korporasi, kerjasama internasional,
pengembalian kerugian negara. (hartiwiningsiih, 2014) Memperluas wawasan dan cara pandang para
penegak hukum, menggunakan berbagai undang-undang, pengenaan berbagai disiplin hukum, misalnya
tindakan administrasi seperti pencabutan izin, tuntutan pidana dan gugatan perdata. Dalam multi door
tidak hanya menyasar satu pelaku saja tapi juga dapat menyasar aktor intelektual dan benefecial owner.
(Husen, 2019)

Model penegakan hukum dengan pendekatan multidoor memberikan banyak keuntungan
mengingat dalam proses penyidikan sumber daya alam melibatkan beberapa institusi penegakan hukum
seperti Lemabaga Kejaksaan, Lembaga Kepolisian, dan Lembaga Kementerian Kehutan dan Lingkungan
Hidup. Selain itu dalam proses penyidikan jugadiraungkinkan melibatkan Lembaga KPK karena
dimungkinkan adanya tindak pidana korupsi dan White Collar Crime, karena dimungkinkan adanya
kejahatan lanjutan maka keterlibatan lembaga PPATK.

Praktik Penerapan pendekatan multi door approach dalam kasus kejahatan di bidang perikanan.

Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka
memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum
internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Seperti tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang perikanan hampir selalu diikuti
dengan pencucian uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak, terutama dalam kasus-kasus pidana
yang berdimensi transnasional dan membahayakan negara, baik secara ekonomi, poltik, dan sosial
budaya. Termasuk tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing yang sistemik. Juga
tindak pidana perikanan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang langsung maupun tidak
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langsung mempunyai hubungan kausal dengan jaringan antar negara.

Dengan banyaknya tindak pidana lain yang juga terjadi bersamaan dalam tindak pidana
perikanan atau perbarengan tindak pidana (Concursus). Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (misdrijven)
dan pelanggaran (overtredingen). Dari segi kodifikasinya, kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP,
sedangkan pelanggaran diatur tersendiri dalam buku ketiga KUHP. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan
lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang
termasuk ketegori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.(Supriyadi,
2015)

lllegal fishing sebagai salah satu tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan, dapat
digolongkan sebagai predicate crime (kejahatan pidana asal) sebagaimana tercantum dalam UU No 8
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 2 ayat 1.
Dengan demikian, sebagai upaya penanganan terhadap kejahatan illegal fishing, melalui pendekatan
APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan, dan Pendanaan Terorisme) dapat menelusuri lebih jauh
dan lebih luas siapa saja pihak yang terlibat. Selanjutnya, pendekatan ini tidak hanya sekedar perampasan
barang bukti sebagaimana kebijakan penenggelaman kapal. Dengan adanya kebijakan perampasan hasil
kejahatan diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan motivasi pihak-pihak yang terlibat
untuk melakukan tindak pidana khususnya illegal fishing. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekedar
mengungkap pelaku kejahatan namun juga dapat memutus rantai jaringan kejahatan dimana pendanaan
menjadi salah satu kunci untuk setiap proses yang didalamnya terus berjalan. Pendekatan ini diharapkan
dapat menjadi sarana pengembalian kerugian Negara akibat adanya illegal fishing.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat batasan wilayah laut yang beririsan di antara
kewenangan tiga institusi tersebut. Polri dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah
laut teritorial dan TNI AL dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut ZEE.
Adanya kewenangan penyidikan di tiga institusi tersebut sah secara hukum apabila pelaksanaannya
dijalankan sesuai dengan aspek-aspek keabsahan tindakan pemerintahan. Aspek-aspek dimaksud adalah
tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang; dijalankan sesuai dengan batasan yang diberikan
undang-undang; dan hanya menjalankan wewenang yang diatur dalam undang-undang terkait.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Menteri Kelautan dan dan Perikanan selaku Komandan satgas
115 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang
Standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara
illegal (Illegal fishing), dimana didalam peraturan menteri tersebut merupakan acuan bagi anggota Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan lkan secara llegal (lllegal Fishing).

Kewenangan penyidikan oleh Polri, TNl Angkatan Laut, dan KKP dalam praktik berpotensi
menimbulkan sengketa kewenangan. Oleh karena itu, untuk menekan potensi sengketa tersebut
dibutuhkan koordinasi antar institusi terkait. Pada saat ini telah dibentuk dua jalur koordinasi yaitu Forum
Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (FKPTPP) berdasarkan Permen Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang
Perikanan dan Satgas lllegal Fishing yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015.
Koordinasi yang dijalin melalui kedua jalur koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah
penyelesaian penyidikan Tindak Pidana di bidang Perikanan.

Salah satu kebijakan KKP dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana perikanan
khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan multi
rezim hukum atau dikenal dengan istilah multidoor system yaitu pendekatan penegakan hukum atas
rangkaian/gabungan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan yang
mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan. Strategi ini digunakan karena jika penegakan
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hukum di bidang perikanan hanya menggunakan pendekatan tindak pidana perikanan belum mampu
menyelesaikan masalah kompleks tindak pidana perikanan. Kejahatan illegal fishing bukanlah kejahatan
yang bersifat tunggal tetapi kejahatan lintas sektor yang berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak
pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pencucian uang, yang memerlukan pendekatan
tindak pidana lain selain tindak pidana perikanan. Dengan pendekatan multidoor ini diharapkan juga
dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang kelautan dan perikanan karena
terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu rezim undang-undang.

Penerapan multi door approach di bidang perikanan dilakukan dengan penyidikan menggunakan
beberapa undang-undang secara paralel. Dengan menerapkan beberapa undang-Undang secara paralel
ini untuk menghindari nebis in idem. Pendekatan multi-rezim hukum atau multidoor approach yang
diterapkan oleh Satgas 115 membawa konsekuensi dan memiliki tantangan tersendiri, antara lain bagi
para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan sebagai tindak pidana (predicate crime) yang
dituntut untuk harus mampu menguasai berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan satu sama lain secara komprehensif dan holistik. (Husen, 2016)

Rumitnya pembagian kewenangan penanganan tindak pidana perikanan dan berkembangnya
modus operandi tindak pidana perikanan yang ada, Undang Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur perlunya koordinasi
antar stakeholder kelautan dan perikanan. Pada pasal 73 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Undang No.
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
disebutkan bahwa :

(1 ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan
penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

(2) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Peran forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang diisi berbagai unsur
penegak hukum yang diantaranya Kepolisian RI, TNI AL, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan
Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan lain lain dianggap
dapat menjadi wadah koordinasi dalam menekan tindak pidana perikanan dari multi sektor sehingga
pelaku tindak pidana perikanan menjadi tidak lagi memiliki celah untuk menghindar dari jerat hukum,
namun dalam perkembangannya dianggap belum mencapai hasil yang maksimal dalam penanganan
tindak pidana di bidang perikanan. Sementara itu perkembangan modus operandi yang semakin komplek
menuntut pemerintah lebih keras menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

Berbeda dengan forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang hanya
sebagai wadah koordinasi masing-masing penegak hukum di laut. Satuan Tugas atau Satgas
Pemberantasan Penangkapan Iklan Secara llegal atau illegal fishing memiliki kewenangan pemanfaatan
personil dan peralatan operasi milik anggota satgas sampai pada penyidikan, penuntutan maupun
pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi
terkait termasuk tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Menteri Kelautan dan dan Perikanan selaku Komandan
satgas 115 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017
tentang Standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan
secara illegal (Illegal fishing), dimana didalam peraturan menteri tersebut merupakan acuan bagi anggota
Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan lkan secara Ilegal (Illegal Fishing ) melaksanakan operasi
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dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan
hukum internasional.

Sebagai suatu tantangan bahwa penyidik perikanan harus memiliki kemampuan paling tidak untuk
mengidentifikasi dugaan tindak pidana lain untuk dibahas dalam forum koordinasi; Administrasi
penyidikan dan penuntutan yang menjadi lebih banyak; Upaya yang lebih untuk mengumpulkan bukti
dan investigasi; Kendala ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan forum koordinasi;
kesepahaman dan kesatuan semangat penyidik lintas instansi untuk menerapkan multidoor.

Terkait dengan pendekatan multidoor system dalam pemberantasan tindak pidana perikanan, hal
ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Satgas 115 pada tahun 2015 ditemukan 13 modus
operandi kejahatan ilegal fishing di Indonesia, yaitu :

1. pemalsuan dokumen kapal;
kapal berbendera ganda dan pendaftaran ganda;
penangkapan ikan tanpa izin / dokumen yang diperlukan;
modifikasi kapal secara ilegal;
tidak ada sertifikat kesehatan dan pernyataan ekspor);
pelanggaran wilayah perikanan;
menggunakan alat tangkap yang dilarang;
menggunakan Nakhoda dan Awak Kapal Asing;
tidak mengaktifkaan alat transmitter kapal (VMS);
pengalihan muatan kapal secara ilegal dalam laut (transhipment);
pemalsuan buku catatan (logbook);
pendaratan hasil tangkapan tidak sesuai dengan pelabuhan yang ditetapkan;
13.  ketidakpatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan.

Berdasarkan temuan Satgas 115 kejahatan yang terjadi pada praktik perikanan ilegal di Indonesia
tidak saja tindak pidana perikanan tetapi juga ditemukan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak
pidana perikanan (Related Fisheries Crime). Tedrapat 9 jenis kejahatan lainnya yang berkaitan dengan tindak
pidana perikanan, yakni :

1. transaksi bahan bakar mineral (BBM) illegal;

tindak pidana keimigrasian;

tindak pidana bea cukai;

tindak pidana pelayaran

tindak pidana pencucian uang;

tindak pidana tenaga kerja;

tindak pidana perpajakan;

tindak pidanakorupsi; dan

perdagangan obat terlarang.
Kejahatan illegal fishing terkait dengan tindak pidana lainnya jika hanya menggunakan satu rezim
hukum tunggal yaitu Undang-Undang Perikanan (UU Perikanan) maka akan tidak efektif, untuk itu
diperlukan rezim undang-undang yang lain yang mengaturnya, antara lain untuk mencegah dan
memberantas praktik transaksi BBM ilegal di laut maka digunakan rezim UU Minyak dan Gas Bumi,
untuk tindak pidana keimigrasian maka dapat digunakan UU Keimigrasian. Terhadap tindak pidana di
bidang bea cukai termasuk penyelundupan obat terlarang, penyelundupan satwa terlarang dapat
digunakan UU Kepabeanan, UU Narkotika, dan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Terhadap tindak pidana pendaftaran kapal maka dapat dikenakan UU Pelayaran. Terhadap
tindak pidana pencucian uang maka digunakan rezim UU Pencucian Uang. Terhadap tindak pidana
perdagangan orang maka digunakan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terhadap tindak pidana
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perburuhan, maka dapat digunakan UU Ketenagakerjaan. Begitu juga pada tindak pidana bidang
perpajakan dan tindak pidana korupsi maka pelaku kejahatan dapat dikejar dengan UU Perpajakan dan
UU Pemberantasan Korupsi.

Dengan menerapkan multidoor approach, aparat penegak hukum khususnya penyidik tindak
pidana perikanan (PPNS Perikanan, Penyidik Polri, dan Penyidik Perwira TNI AL) dituntut harus
memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana lain dan diperlukan juga strategi
penyidikan dengan melakukan penyidikan secara pararel (pemisahan berkas perkara antara tindak pidana
perikanan dan tindak pidana terkait lainnya) sesuai dengan wewenang penyidik agar terhindar dari dari
nebis in idem dan juga untuk menembus keterbatasan kewenangan penyidik perikanan. Tantangan
lainnya yang akan dihadapi bila menggunakan pendekatan multidoor yaitu kompleksitas pembuktian,
serta pengumpulan barang bukti dan investigasi lebih bervariasi dan membutuhkan waktu relatif lebih
lama.

Sejalan dengan konsep multidoor maka pada tataran unsur penegak hukum tidak hanya
melibatkan PPNS Perikanan, Penyidik Polri, dan Penyidik Perwira TNI AL, tetapi melibatkan juga aparat
penegak hukum lainnya dari kementerian/lembaga terkait. Dalam UU Perikanan pada Pasal 73 ayat (5)
mengamanatkan dibentuknya forum Kkoordinasi, KKP sebagai mandatory UU Perikanan telah
membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 13
Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan, yang
kemudian diubah berdasarkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permen KP
Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Bidang
Perikanan.

Forum koordinasi tersebut merupakan wadah koordinasi untuk memperlancar komunikasi serta
tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi
penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu,

Adapun fungsi forum koordinasi berdasarkan Pasal 5 Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 sebagai
berikut : Koordinasi kegiatan penyidikan; ldentifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan
penyebaran praktik tindak pidana di bidang perikanan; Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang
diprioritaskan untuk di proses secara bertahap; Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk
mencegah terjadinya tindak pidana perikanan; Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi tindak
pidana perikanan secara periodik;, Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan
pemberantasan tindak pidana perikanan;, Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak
pidana di bidang perikanan; Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak
pidana di bidang perikanan; Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan tindak pidana di
bidang perikanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas teknis anggota forum koordinasi dibantu oleh Tim Teknis Penanganan Tindak
Pidana di Bidang Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Forum
Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 6 Permen KP Nomor
13/MEN/2005. Tim teknis tersebut terdiri dari Pengarah, Tim Teknis Penanganan Perkara Tingkat
Penyidikan dan Penuntutan, Tim Teknis Penanganan Barang Bukti, dan Tim Teknis Penanganan Awak
Kapal. Pembentukan tim teknis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
Kep. 04/MEN/2007 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,
tetapi masa Kkerja tim teknis ini telah berakhir pada Tahun Anggaran 2007. Tim Teknis ini bertugas
menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan perkara tingkat penyidikan dan
penuntutan, SOP untuk penanganan barang bukti, SOP untuk penanganan awak kapal, menyiapkan
materi sebagai bahan koodinasi forum dalam melakukan kegiatan secara periodik, serta memberikan
masukan.
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Keanggotaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan berasal dari
beberapa unsur kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan penegakan hukum, vyaitu
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Selain dibentuk di tingkat pusat, forum
koordinasi juga dibentuk untuk tingkat provinsi dengan penanggungjawabnya kepala dinas kelautan dan
perikanan di setiap provinsi, saat ini dari 34 provinsi di Indonesia telah terbentuk 33 Forum Koordinasi
Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Provinsi.

Tantangan terbesar dalam memberantas illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan adalah pada
sektor penegakan hukum. Terdapat 4 kendala yang menyebabkan ketidakefektifan penangananan perkara
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara) adalah :

a. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan

menangani perkara

b. Tidak memiliki kemampuan mendeteksi/ability to detect, ability to respond, and ability to

punish

c. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan multidoor dan

d. Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam

birokrasi dan sistem peradilan.

KKP melakukan berbagai cara untuk memperkuat elaksanaan penegakan hukum, yaitu dengan :

a. Mendorong keterintegrasian pelaksanaan penegakan hukum melalui pembentukan satuan Tugas
115 yang berfungsi sebagai kelembagaan yang memayungi keseluruhan aparat penegak hukum
yang terkait dengan kejahatan di bidang perikanan.

b. Penguatan kerjasama internasional dengan memanfaatkan INTERPOL, tools facilities, antara
lain Purple Notice atau Red Notice dan pengiriman daftar kapal yang melakukan pelanggaran
berat ke INTERPOL, pendayagunaan pakar vessel movement tracking system dan pengiriman
daftar kapal-kapal yang telah melakukan pelanggaran berat (blacklisted vessels) ke markas
INTERPOL,;

c. Kerjasama pertukaran data kapal-kapal eks asing melalui Global Vessel Record Programme
untuk memudahkan pelacakan dan identifikasi kapal-kapal yang melakukan IUU fshing di
seluruh dunia.

d. Memperkuat kerjasama bilateral untuk pertukaran informasi dan penggunaan tehnologi
pendeteksian pelaku IUU fishing.

Model pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dan fishing crime dapat dilakukan dengan
dua track. Pertama, Teori Compliance strategi yaitu : penegakan hukum yang menekankan pada penaatan
dan penegakan hukum yang menekankan pada penghukuman. Tujuan dari penegakan hukum dengan
penaatan adalah menjamin kepatuhan dengan menggunakan alat untuk memastikan penaatan tanpa harus
menjatuhkan hukuman

Upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dapat dilakukan dengan menggunakan rezim
hukum lain selain rezim illegal fishing dalam UU perikanan. Untuk mencegah dan memberantas illegal
transaction of fuel di laut maka dapat digunakan rezim hukum minyak dan gas bumi sedangkan untuk
tindak pidana di bidang keimigrasian maka dapat digunakan undang-undang keimigrasian. Terhadap
tindak pidana di bidang bea cukai termasuk penyelundupan obat terlarang, customs related crime
including smugglings of drugs, protected species, vessel spare parts and other goods) dapat digunakan
undang-undang kepabeanan, undang-undang anti narkoba, dll. Terhadap tindak pidana pencucian uang
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(money laundering) maka digunakan rezim hukum anti pencucian uang. Terhadap tindak pidana
perdagangan obat terlarang (illicit drugs trafficking) maka dapat digunakan undang undang anti
perdagangan orang. Terhadap Labor related crimes: modern slavery, human trafficking and child labor
maka dapat digunakan undang undang ketenagakerjaan, undang-undang anti perdagangan orang, dan
undang-undang perlindungan. Begitu juga pada tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana
korupsi maka pelaku kejahatan dapat dikejar dengan undang-undang perpajakan dan undang undang
pemberantasan korupsi.

Penerapan multidoor approach di bidang perikanan dilakukan dengan penyidikan menggunakan
beberapa undang-undang secara pararel, berkas perkara perikanan dipisah dengan berkas perkara lainnya
sehingga proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara pararel. Namun dalam pelaksanaan
pembuktian terhadap beberapa tindak pidana lainnya terkait perikanan harus dilakukan di peradilan
umum dikarenakan kewenangan absolut pengadilan perikanan yang hanya berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Oleh karena itu pelaksanaan pembuktian
pada pendekatan multi-rezim hukum (multidoor approach) atas tindak pidana perikanan dan tindak
pidana lainnya terkait perikanan menjadi lebih tepat dilakukan pada peradilan umum. Sehingga dalam
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tingkat pengadilan akan lebih memungkinkan bagi
terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan;
membangun jaringan informasi dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak
hukum; membangun common perception) dan mencapai kerja sama yang efektif antar instansi penegak
hukum terkait; dan menghasilkan agent of change dalam penegakan hukum di bidang perikanan
pemerintah membentuk The International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI).

. Pelatihan IFFAI diharapkan dapat menghasilkan terobosan untuk mengatasi permasalahan
penegakan hukum di bidang perikanan secara efektif melalui pendekatan multi-rezim hukum (multi-door
approach) dan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan. Kedua
pendekatan ini diyakini dapat membantu aparat penegak hukum di bidang perikanan untuk mengungkap
dan menangkap beneficial owner sebagai mastermind di balik tindak pidana di bidang perikanan dan
tindak pidana lainnya terkait perikanan.

KESIMPULAN

Penggunaan pendekatan multi door perlu diterapkan dalam penanganan illegal fishing terkait
kejahatan lain karena bersifat kompleks dan transnasional. Rezim hukum yang digunakan tidak hanya
hukum perikanan, tetapi dapat meliputi undang-unang yang lain seperti Undang-undang anti korupsi,
Undang-Undang Anti Pencucin uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dll.

Penerapan multi door memerlukan sinergitas/keterpaduan antar instansi penegakhukum,
mengingat adanya keterbatasan para penyidik di bidang perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana secara terintegrasi. Diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menyamakan
persepsi dan meningkatkan keterampilan dalam mengungkap kasus kejahatan perikanan secara multi
door.
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Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Jenderal Soedirman yang telah
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